BABII

MASHLAHAH, ZAKAT DAN HARTA ZAKAT BERNIAGA

A. Maslahah
1. Pengertian dan Macam-macam Maslahah
Figh atau Hukum Islam adalah merupakan produk yang
dihasilkan melalui sebuah penggalian hukum. Dalam setiap
kehidupan manusia di dunia ini sering kita jumpai berbagai macam
permasalahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga
diperlukan beberapa metode dalam penggalian hukum Islam. Abdu
Al-Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul al-Wajiz Fi Usul al-
Figh, yang membagi dalil shar7 metode penggalian hukum kepada
tiga bagian':
1) Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Quran dan
al-Sunnah
2) Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu /jma’dan
Qiyas.
3) Dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu Urf, Istishab,
Istihsan, Shadh al-Dhari’ah, maslahah mursalah, Shar’u man

qablana dan madhhab sahabi.

" Abdu Al-karim Zaidan, a Wajiz i Ushil al- Figh, (Beirut : Muassasah al-Risalah Riyadl,
2011),148.
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Dari beberapa macam metode penggalian hukum Islam di
atas penulis akan mengambil salah satu metode dalam penggalian
hukum Islam yaitu maslahah. Maslahah dalam kajian usul figh adalah
semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik
dan mengandung manfaat. Mas/ahah merupakan bentuk tunggal yang
jamaknya (plural) masalih.

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa maslahah
meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara
mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak
dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudaratan
dan kesulitan’. Sedangkan menurut Said Ramdhan Al-Buti
mendefinisikan maslahah adalah manfaat yang ditetapkan shari’
untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal,
keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di
antaranya3.

Dari definisi tersebut, yang menjadi tolak ukur maslahah
adalah tujuan shara’ atau berdasarkan ketetapan shari’. Inti
kemaslahatan yang ditetapkan shari’ adalah pemeliharaan lima hal
pokok (Kulliyat al-Khams). Semua bentuk tindakan seseorang yang
mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah mas/ahah. Begitu

pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan

* Said Ramdhan Al-But i, Dawabit al-Maslahah £i al-Syariat al-Islimiyah, (Beirut: Muassat
al-Risalah, 1977),2.
} Ibid, 2.
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terhadap kelima hal ini juga disebut mas/ahah.* Oleh karena itu, al-
Ghazali mendefinisikan mas/ahah sebagai mengambil manfaat dan
menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan shara’
(Kulliyat al-Khams), sedangkan menurut menurut Abu Nur Zuhair,
maslahah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, dan belum
tentu diakui atau tidaknya oleh shara’>

Adapun maslahah Menurut Imam Malik adalah suatu
maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil shara’,
yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat
dharuriyah (primer) maupun hajiyah (sekunder)®. Sejalan dengan
prinsip maslahah sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa
kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun
kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama
bertujuan memelihara Kulliyat al-khams, maka termasuk dalam ruang
lingkup maslahah’.

Dari beberapa macam penjelasan di atas mengenai maslahah
tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan
maslahah, ketika hal tersebut tidak masuk dalam maqasid shari’ah.
Selain itu, juga tidak termasuk maslahah segala kemaslahatan yang

bertentangan dengan nas atau giyas yang sahih, karena semua

* Firdaus, Ushill Figh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),81.

> Rachmat Syafe’i, Zlmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.

® Ibid., 120.

"Abu ishaq Ibrahim ibn musa ibn Muhammad al-shatibi A/-Muwataqgat fi Usu al-Syari’ah,
(Dan ibn afan, 1997),17-18.
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pertentangan  terhadap keduanya terdapat penguat untuk
membatalkanya, maka tidak sah untuk dikatakan mursal.®
Namun demikian, mas/ahah itu jangan dipahami bahwa tidak
memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil
pembatalannya. Harus dipahami bahwa mas/ahah berdasarkan dalil
yang terdapat pada shara’, namun tidak dikhususkan pada mas/ahah.
Dalam hal ini maslahah dapat dipahami secara umum
menjadi tiga bagian dalam kitab a/-Muwafagah yang di karang oleh
al-imam al Satibi yaitu :
1. Daruriyah (Primer)

Yang dimaksud daruriyah adalah maslahah yang yang
berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia,
sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat
tergantung pada maslahah darﬁrJyab.g Maslahah daruriyah ini
termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima
hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Maslahah al-daruriyah
dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh
terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
Rinciannya sebagaimana berikut: dalam hal penjagaan agama,
Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun
agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga

pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi

8 .
1bid,. 121.
% Al- Shatibi, al-Muwataqat fi Ushuiil al-Shari’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.
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agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad
dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama. Penjagaan
jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga
adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan
melarang menkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga di
antaranya dalam bentuk penyariatan pernikahan secara sah, dan
melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.'’

Dalam hal penjagaan harta, Allah SWT membolehkan
proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan
salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT melarang keras segala
bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian
tersebut. Sedangkan akal dijaga di antaranya dalam bentuk
penyariatan larangan minuman-minuman keras dan semacamnya
yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran. '’

2. Hajiyah (Sekunder)

Yang dimaksud Aajivah adalah al-masiahah yang
dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan
kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan mas/ahah itu
tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan
manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada

jurang kesulitan dan kesempitan, dalam terminologi al-Imam

1% Abdu al-Wahab Khalaf, “//mu Ushul Figh”, (Jakarta : PT : Rineke Citra, 1990 ), 125.
""" Abdu al-Karim Zaidan taqiq, a-Wajiz £ Ushu al-Figh, (Beirut: Muassasat al-Risalah
Riyadl, 2011), 379-380.
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Shatibi, maslahah hajiyah ini bisa masuk pada ranah ibadah, a/-
‘adah , mu’amalah dan jinayah."

Dalam bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya
rukhsah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia
mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh
konkritnya ketika seseorang sedang melaksankan ibadah puasa di
bulan Romadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh
untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal a/-‘adah, syariat Islam membolehkan memburu
binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal,
begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan
kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Pada ranah mu’amalah,
Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata
yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan
salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan
akad lainnya. Sedangkan pada bidang jinayah ada syariat seperti
menolak hukuman (Aad) karena adanya ketidak jelasan (shubhat)
dan kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban pada kasus

pembunuhan secara tidak sengaj a.

. Tahsiniyah (Tersier)

Tahsiniyah adalah maslahah yang menjadikan kehidupan

manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat

2 Ibid, 343.
1 Al-Satibi,

al-Muwaftaqat T Ushul al- Shari’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.
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kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang
tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah
dengan tidak terealisasinya maslahah tahsiniyah ini tidak sampai
mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak
menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan

kesulitan.'

Sama halnya dengan maslahah hajiyah, maslahah
tahsiniyah juga masuk dalam ibadah, a/-‘adah, al-mu’amalah dan
al-jinayah. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan
menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial
seperti sodaqoh. Dalam hal ‘adah, disunnahkan melaksanakan adab
dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan
tangan kanan untuk makan. Pada ranah mu’amalah Allah SWT
menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang
perbuatan 7sraf. Sedangkan dalam hal jinayah adanya pensyariatan
larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam
peperangan.

Di samping pembagian maslahah di atas, maslahah dilihat
dari segi apakah mas/ahah itu mendapatkan legalitas dari shari’
ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, maslahah mu’tabarah,

maslahah mulghah dan maslahah mursalah.” Penjelasannnya

sebagaimana berikut:

" Al-Shatibi, al-Muwatagat.,222.
'S Al-Shatbi, al-Muwatagat...,236.
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1. Maslahah Mu’tabarah
Maslahah mu’tabarah adalah maslahah yang legalitasnya
ditunjuk oleh mnas al-Qur’an ataupun a/-Sunnah. Dalam hal
penjagaan jiwa (hifzu al-nafs). Misalnya, merupakan kemaslahatan
yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi
tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai shari” dalam al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan gisas, Allah

SWT Berfirman :

9 £

be . )
Sty AL AT T g Selasll (SCle S8 155000 0l Gl

z T 2 2
Rt T T A A U T T A NP
Sy aall FEL L0a ] e ol (po b (VL (V1 1all

P i

& - & z
P Sl TE s g W #7007 -2 T eT%-
..\.ud;..\:&lu.oj do> )9 viﬁ)w%-fﬁé/u'b g‘_w}/‘l./: ‘/L;J/l Z‘.)b

£ P PR
(e DA RSO TR

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema‘afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema'atkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(vang diberi ma'‘af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'‘af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suvatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya
siksa yang sangat pedih.'®

2. Maslahah Mulghah
Maslahah mulghah adalah maslahah yang legalitasnya

ditolak oleh Allah SWT sebagai shari’. Dalam artian bahwa

'® Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV
Penerbit Diponegoro,2000), 32.
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sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan
tetapi shari’ membatalkan kemaslahatan tersebut melalui

penunjukan teks.'”

3. Maslahah mursalah
Maslahah mursalah: beberapa sifat yang sejalan dengan
tindakan dan tujuan shari’, tapi tidak ada dalil tertentu dari shara’
yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum
padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari

manusia.'®

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Kehidupan manusia di dunia terus mengalami perkembangan
dengan pesat dari masa ke masa dalam perkembangnya tidak terlepas
dengan penemuan-penemuan kasus-kasus hukum yang belum diatur
dengan jelas dalam mnas sehingga mebutuhkan suatu alat untuk
berhujjah guna untuk bisa menghukumi suatu kejadian yang belum
diatur. maslahah mursalah salah satu metode untuk berhujjah,
meskipun  banyak  berbagai perbedaan  pendapat  dalam
penggunaannya namun jumhur fugaha sepakat dapat diterima dalam

figh Islam. Dengan demikian ada beberapa hal yang menguatkan

""" Asafri Jaya, Bakri , Konsep Magashid Syari’ah menurut al-Shatibi, (Jakarta: P.T. Raja
grafindo Persada, 1996), 144.
"®Wahbah Zuhaili, Ushal al-Figh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.
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sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode maslahah

mursalah.

Selain dari bukti historis pada masa Khalifah yang kita
jadikan sebagai landasan hukum maslahah mursalah masih ada juga
yang disebutkan dalam masa Imam mazhab diantara sebagai berikut

yang dijadikan alasan sebagi dasar hukum dalam a/-maslahah yaitu:

1) Bahwa syari’at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia. Demikian pula dengan kebolehan bagi orang yang
berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi
sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya
mewujudkan kemaslahatan.

2) Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan
duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang
dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan
diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam
kehidupannya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian
terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada
prisip-prinsip syariat Islam.

3) Bahwa shar’i menjelaskan alasan (7//af) berbagai hukum
ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan

yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka
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ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan

berdasarkan maslahah mursalah.”

3. Syarat dan kedudukan Maslahah Mursalah
Para ulama dalam penggalian hukum sangat berhati-hati
salah satunya ketika menggunakan metode mas/ahah mursalah, dalam
hal ini para ulama memberikan syarat sangat ketat, karena
dikhawatirkan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat
menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan saja. maka dari itu
diberikan syarat sebagai berikut:

a) Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat sebenarnya, bukan
didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat
diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariatan
suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat
atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan
terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan
yang didasarkan pada praduga (wahmiah).

b) Kemaslahatan itu sejalan dengan magqasid al-shari’ah dan tidak
bertentangan dengan nmas atau dalil-dalil gar7 artinya,
kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang

ditetapkan shari’.

¥ Wahbah Zuhaili, Ushal al-Figh al-Islami, 388.
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c) Maslahah mursalah diamalkan dalam kondisi yang memerlukan,
yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini,
maka umat mengalami kesulitan dalam hidup, dalam arti untuk
menghindarkan dari kesulitan hidup.

d) Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan
kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu hal ini selaras
dengan nash bahwa Islam adalah Agama rahmat bagi semesta

alam.?°

Dalam padangan al-Imam al- Ghazali ketika menggunakan
metode penggalian hukum maslahah mursalah sebagai salah satu
metode penetapan hukum, beliau tidak begitu mudah dalam
menggunakanya namun beliau memberikan syarat-syarat yang begitu

ketat, syarat-syarat tersebut antara lain yaitu :

1) maslahah itu harus lima kebutuhan pokok, apabila hanya
kebutuhan kedua atau hanya kebutuhan pelengkap saja maka
metode ini tidak dapat digunakkan.

2) Maslahah itu harus bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum
muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya
relevan dalam suatu keadaan tertentu.

3) Maslahah tersebut harus bersifat pasti atau mendekati itu.!

® Abdu al-Wahab Khalaf, Zimu Ushul Figh, (Jakarta : PT : Rineke Citra, 1990 ), 101.
21 N
Ibid..,97.
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Melihat begitu ketat syarat diatas dalam menggunakan
maslahah mursalah, maka dari itu para ulama sangat berhati-hati
dalam berhAujjah dalam menggunakan metode ini, meskipun
bagaimana juga apa yang dilakukan ulama’ adalah suatu bentuk
keberanian dalam hal menetapkan suatu yang tidak menemukan

petunjuk hukum pada saat itu.

B. Zakat
1. Pengertian Zakat

Menurut Maarif Samsul mengutip pendapat Syeikh Abdul
Halim Mahmud, menyatakan bahwa al-Qur'an menjadi petunjuk bagi
orang-orang yang bertaqwa (hudan il muttagin) dalam segala
aktifitas kehidupannya, termasuk aktifitas ekonomi (muamalah), satu
di antara masalah muamalah (ekonomi) yang diatur di dalam syari’at
adalah zakat.**

Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki
posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi
ajaran Islam.” Yang secara aplikatif memiliki kontribusi terhadap
kehidupan sosial ekonomi umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat
termasuk salah satu dari lima pilar penting dalam Islam yang

diperintahkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu. Dan zakat

?2 Samsul Ma'arif, dkk.,Figih Progresif; Menjawab Tantangan Modernitas, (Jakarta : Sinar
Grafika, 1992), 127.
2Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Grafindo,2010), 1.
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diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sosial, seperti jaminan sosial
dan solidaritas sosial.**

Secara bahasa, kata "zakat" berarti mensucikan atau
membersihkan, tumbuh, berkembang, dan berkah.”> Nazar Bakri
menjelaskan, kata "zakat" adalah bentuk masdar (isim masdar) dari
kata fi'il "zaka". Secara bahasa, kata "zakat" berarti "perkembangan"
dan "pembersihan". Bakri mengutip penjelasan Husein Muhammad
Makluf yang memaparkan: harta benda yang diberikan kepada orang-
orang fakir itu dinamakan zakat yang artinya perkembangan dan
pembersihan, dan oleh karena itu mengeluarkan harta benda itu
menyebabkan bertambah, berkembang dan memperbesar berkat
kekayaan mereka.”® Secara istilah, zakat ialah memberikan sebagian
harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa
syarat. Menurut golongan Hanabilah, zakat berarti hak golongan
tertentu.”’

Mengulas penjelasan Zamakhsyari, Yusuf Qardlawi
menjelaskan, secara istilahi, zakat berarti “sejumlah harta tertentu
yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”,
di samping itu "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah

yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

** Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, (Jakarta: Logos, 2008), 7.

» April Purwanto, Cara Mudah Menghitung Zakat, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar

Nusa, 2007), 1.

z:Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Figh Islam, (Jakarta: Grafindo, 2008), 29.
1bid.,. 29.



33

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan
melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.”® Kata zakat bersandingan

erat dengan kata sedekah.

2. Landasan Dasar Hukum Zakat

Artinya: Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya). (QS. Ar-Ruum 397

2 ST 5 1T, 35T T B syl 1,255
Artinya: Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat dan

ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." (QS: Al-Bagarah 2:43)"
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, natkahkanlah (di
Jjalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian

* Yusuf Qardlawi, Fighuz Zakat, terj. Salman Harun, dkk, (Bandung: Diponogoro, 2010),
34 -35.

** Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahnya ( Surabaya: CV. Karya Utama, 2002),
210

* Ibid, 48
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dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menatkahkan
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah,
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S. Al-Bagarah:267)

3. Faedah dan Tujuan Zakat
a. Faedah Zakat
Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu
vertikal yaitu: merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada

Allah SWT, dan horizontal yaitu: sebagai kewajiban kepada

sesama manusia. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maliyah

ijtihadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat

(sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan

perintah sholat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem

ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi
azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan

(1993) zakat mempunyai enam prinsip yaitu:’'

1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang
membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari
keyakinan agamanya;

2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat
yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT. lebih

merata dan adil kepada manusia.

*dris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama,
dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 133.
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3) Prinsip produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus
dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk
tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

4) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang
menghasilkan itu harus dikeluarkan.

5) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.

6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara
semena-mena.

. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial

ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan

ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada simiskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang

tujuan-tujuan zakat.

1) Menyucikan harta dan jiwa muzakki.

2) Mengangkat derajat fakir miskin.

3) Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan
mustahiq lainnya.

4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat
Islam dan manusia pada umumnya.

5) Menghilangkan sifat kikir.

6) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari

hati orang-orang miskin.
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7) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam
masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.

8) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri
seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.

9) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan
menyerahkan hak orang lain padanya.

10) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT.

11) Berakhlak dengan akhlak Allah SWT.

12) Mengobati hati dari cinta dunia.

13) Mengembangkan kekayaan batin.

14) Mengembangkan dan memberkahkan harta.

15) Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga
dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan
kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT.

16) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

17) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan
keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat
berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan

dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan
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sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum

muslimin untuk perbendaharaan negara.*>

4. Macam-macam Zakat
a) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan
Ramadhan atau bulan puasa yang dibayarkan paling lambat
sebelum kaum muslim selesai menunaikan ibadah sunah Shalat
Ied. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati
batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk kedalam
kategori zakat, akan tetapi berupa sedekah biasa.”® Salah satu
hadist yang memperkuat hal tersebut adalah:
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Artinya: Bahwa Rasulullah memerintahkan agar zakat
fitrah diberikan sebelum orang-orang Islam pergi untuk
menunaikan ibadah shalat 1dul Fitri (Shalat led). (Hadist Shahih
Muslim 1645)™

Adapun cara dalam melakukan melakukan zakat fitrah

adalah bisa dengan membayar sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1

**http://distributor.agromedia.net/Artikel/Fungsi-dan-Tujuan-Zakat.html. Diakses tanggal 2
Juli 2009.
* Yusuf Qordowi, Hukum Zakat, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa,2002, hlm. 43
34 .
Ibid..,44
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mud=675 gr). Perhitungan tersebut jika di implementasikan dalam
bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau
2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang
biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafii dan
Maliki).*’
b) Zakat Mall
Pengertian zakat mal , menurut bahasa adalah berasal dari
kata tazkiyah yang artinya adalah menyucikan harta benda.
Sedangkan menurut istilah kadar harata benda tertentu yang wajib
dikeluarkan oleh umat islam yang memenuhi syarat kepada orang
yang berhak menerimanya.*®
1) Syarat Zakat Mal
Syarat mengeluarkan Zakat mal adalah sebagai berikut:

(a). Islam

(b). Merdeka

(c). Cukup senisab ( batas jumlah minimal)

(d). Cukup waktunya (haul)
2) Rukun dari Zakat mal

(a). Niat berzakat

(b). Orang yang berjakat (muzakki)

(c). Orang yang menerima (mustahik)

(d). Barang/harta yang dizakatkan

* Drs.Masjfuk Zuhdi,, Mashail Fighiyah (CV. Haji Mas Agung, 1989),183
36 1.
Ibid..,189
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5. Harta Wajib Zakat
Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam,
yaitu hewan ternak, emas perak, makanan pokok, buah-buahan dan
harta niaga. Adapun zakat propesi atau zakat dari penghasilan tetap
sama dengan zakat emas-perak atau zakat Maal, karena termasuk
kategori harta dan wajib dizakati, zakat profeasi yang berpenghasilan
tetap ialah kandungan makna dari zakat emas-perak atau zakat
Maal.*’
a) Zakat hewan ternak
Hewan ternak yang wajib zakat ada 3 jenis, yaitu unta,
sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Syarat wajib zakat
hewan ternak ada 6, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, nishab,
haul dan dilepas liar. Nishab zakat hewan ternak Awal mula nishab
unta adalah 5 ekor, dan wajib zakatnya 1 ekor kambing Jada’ah.
Awal mula nishab sapi adalah 30 ekor, dan wajib zakatnya 1 ekor
sapi Tabi’ yaitu sapi usia satu tahun. Awal mula nishab kambing
adalah 40 ekor, dan wajib zakatnya 1 ekor kambing Jada’ah.
b) Zakat Emas perak
Syarat wajib zakat emas perak ada 5, yaitu Islam,
merdeka, milik sempurna, nishab dan haul. Nishab emas adalah 20
mitsqol (93,6 gram) dan wajib zakatnya 2,5% sedangkan nishab

perak adalah 200 dirham (624 gram) dan wajib zakatnya 2,5%.

*” Drs.Masijfuk Zuhdi,, Mashail Fighiyah (CV. Haji Mas Agung, 1989),190
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¢) Zakat makanan pokok
Syarat wajib zakat makanan pokok ada 3, yaitu ditanam
sendiri, sebagai makanan pokok setempat dan nishab. Nishab
makanan pokok seperti padi adalah 5 Ausuq (kira-kira 700 kg)
wajib zakatnya 5%.
d) Zakat Buah-buahan
Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua
yaitu buah kurma dan anggur. Syarat wajib zakat buah-buahan ada
4, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna dan nishab. Nishab buah-
buahan sama dengan nishab makanan pokok yaitu 5 Ausuq, wajib
zakatnya 5%.
e) Zakat Harta Niaga
Syarat wajib zakat harta niaga sama dengan syarat wajib
zakat emas perak yaitu 5 macam, diantaranya Islam, merdeka,
milik sempurna, nishab dan haul. Harta niaga dihitung di akhir
tahun dengan nilai harga, apabila dia mencapai sampai pada nishab
yaitu sebesar 20 mitsqol emas (93,6 gram) atau 200 dirham perak

(624 gram), zakatnya sebesar 2,5%.

6. Zakat Harta Niaga (Perdagangan)
1) Pengertian Zakat Harta Niaga
Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda,

tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-
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barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.
Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah
perhiasan yang diperdagangkan.®® Zakat atas barang-barang
perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-
Baqarah ayat 267:
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Artinya :Hai orang-orang yang beiman, natkahkanlah
(di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.

(QS. al-Bagarah: 267) .*

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat
yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan
untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang
diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan.** Zakat
yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga
barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya

sama dengan zakat emas dan perak.

*Wahbah Zuhayli, op. cit. 164.
*Departemen Agama, A/-Quran dan Terjemahnya ( Surabaya, CV: Karya Utama, 2002), 67
* http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat Harta Perniagaan


http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Harta_Perniagaan
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2) Dasar Hukum Zakat Niaga (Perdagangan)

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, natkahkanlah

(di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menatkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi
Maha Terpuji.”’

Dalam Hadist Nabi: Rasulullah SAW memerintahkan
kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami
persiapkan untuk berdagang.” ( HR. Abu Dawud 1562 )

Mujahid mengatakan: hasil usahamu adalah perdagangan.

Dan para sahabat pun sepakat atas adanya zakat perdagangan.

3) Syarat Zakat Harta Niaga (Perdagangan)

a) Berjalan 1 tahun (Aaul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan
realistis  yaitu dengan menggabungkan semua harta
perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian
dikeluarkan zakatnya.

b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai
85 gr emas.

¢) Kadarnya zakat sebesar 2,5 %.

*!' Departemen Agama, A/-Quran dan Terjemahnya ( Surabaya, CV: Karya Utama, 2002),56
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d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.

e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

f) Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka
jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat
dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak
yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang
non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat
muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).**

4) Cara Penghitungan Zakat Niaga (Perdagangan)
a) Cara menghitung zakat perdagangan
Menurut jumhur ulama, ketika mencapai haul, barang-
barang dagangan hendaknya dihitung, baik disesuaikan dengan
emas atau pun perak. Menurut mazhab Syafi’i, barang-barang
dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan

harga emas maupun perak.

b) Barang dagangan ataukah harganya yang harus dikeluarkan

Mengenai hal ini terdapat dua pendapat :

1. Menurut Mazhab Hanafi, pedagang boleh memilih
mengeluarkan barang itu sendiri atau mengeluarkan

harganya.

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat Harta Perniagaan
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2. Menurut jumhur ulama, cara penghitungan zakat yang
keluar dari barang dagangan adalah berdasarkan pada
harganya bukan barang dagangannya karena nisab harta

perdagangan diukur dengan harganya.



